
 

 

 

 

BUPATI TABANAN 

PROVINSI BALI 

 

PERATURAN BUPATI TABANAN  

NOMOR 62 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN UMUM AUDIT KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TABANAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan 

keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, 

dan akuntabel, pemerintah daerah wajib melakukan 

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan;  

b. bahwa untuk meningkatkan integritas pada 

pemerintah daerah yang dilakukan melalui 

perbaikan tata kelola pemerintahan, maka 

diperlukan pedoman umum audit kinerja di 

lingkungan pemerintah daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 ayat (2), 

Kepala Daerah melakukan pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan keuangan daerah bagi 

perangkat daerah, dan selanjutnya Pasal 217 ayat 

(2) mengatur pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 216 ayat (2) dalam bentuk, audit, reviu, 

evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis dan bentuk 

pengawasan lain sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Umum Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah 

Daerah; 

 

 

 

 

  



Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang  Nomor  69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655); 

  3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

  4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4890); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

  7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM 

AUDIT KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 

2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Tabanan. 

3.  Bupati adalah Bupati Tabanan. 

4.  Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Daerah. 

5.  Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut 

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten 

Tabanan. 

6.  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat APIP adalah instansi 

pemerintah yang dibentuk dengan tugas 

melaksanakan pengawasan intern di lingkungan 

Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 

Inspektorat, sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan. 

7.  Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi dalam rangka memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk 

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata 

kepemerintahan yang baik. 

 

 



8.  Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, 

dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, 

objektif dan profesional berdasarkan standar audit, 

untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 

efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

9.  Audit Kinerja adalah Audit atas pengelolaan keuangan 

Daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi 

Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, 

efisiensi, dan efektivitas Daerah. 

 

Pasal 2 

 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

Inspektorat dalam melaksanakan Audit Kinerja di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 3 

 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mencapai kinerja, 

program dan kegiatan/ sub kegiatan Perangkat Daerah 

yang efisien, efektif, dan ekonomis secara 

berkesinambungan untuk peningkatan kinerja dan 

penguatan tata kelola Daerah. 

 

BAB II 

PEDOMAN UMUM AUDIT KINERJA 

 

Pasal 4 

 

Pedoman umum Audit Kinerja di lingkungan Pemerintah 

Daerah meliputi: 

a. perencanaan Audit Kinerja; 

b. pelaksanaan Audit Kinerja; dan 

c. pengkomunikasian hasil Audit dan tindak lanjut. 

 

Pasal 5 

 

Pedoman umum Audit Kinerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

 

 

 

 



Pasal 6 

 

Contoh pendekatan, ilustrasi, kertas kerja dan laporan 

terkait Audit Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan. 

 

 

Ditetapkan di Tabanan 

pada tanggal 25 Oktober 2022 

 

BUPATI TABANAN, 

 

 

 

 

I KOMANG GEDE SANJAYA 

 

 

Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal 25 Oktober 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,  

 

 

 

 

 

          

 

 

I GEDE SUSILA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 62 

 

 


